SALINAN

BUPATI SINJAI

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI

NOMOR 66 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS

Menimbang

Mengingat

DI KABUPATEN SINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan pencairan
penyaluran dana program pembebasan biaya
pendidikan dan dalam upaya mendukung efektifitas
dan efesiensi pelaksanaan program pendidikan,
perlu melakukan perubahan dan penyesuaian
terhadap Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pendidikan
Gratis di Kabupaten Sinjai;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pelaksanaan Program Pendidikan Gratis di
Kabupaten Sinjai;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1851);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

-3-

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan  Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 7 Tahun
2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai Nomor 7);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
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Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai
Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun
2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-
2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun
2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 81);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Pembebasan Biaya Pendidikan (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 6)
sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Pembebasan Biaya Pendidikan (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 61);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai Nomor 93);

Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pembebasan Biaya Sekolah
Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2006 Nomor 80);

Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan
Funsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten
Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016
Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUABAHAN ATAS
PERATURAN BUPAT NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN
GRATIS DI KABUPATEN SINJALI
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pelaksanaan Program Pendidikan Gratis di Kabupaten Sinjai (Berita
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1.

Pasal 8 huruf c, huruf d dan huruf e dihapus sehinggan Pasal 8 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 8

Mekanisme penyaluran dana penyelenggaraan pendidikan gratis diatur

dengan mekanisme sebagai berikut :

a. Bupati menetapkan bantuan ke setiap satuan pendidikan/sekolah/
madrasah yang memenuhi syarat berdasarkan usulan dinas terkait;

b. Pemerintah Daerah menyalurkan dana pendidikan gratis ke setiap
satuan pendidikan/sekolah/madrasah melalui rekening kas
sekolah/madrasah penerima bantuan;

c. Dihapus.
d. Dihapus.
e. Dihapus.

Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 8A,
Pasal 8B dan Pasal 8C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

(1) Penyaluran dana penyelenggaraan pendidikan gratis kepada Sekolah
Negeri dilaksanakan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan
terhitung mulai bulan Januari.

(2) Penyaluran dana triwulan kedua dan seterusnya bagi Sekolah Negeri,
dilakukan  setelah @ Pemerintah @ Daerah  menerima  laporan
pertanggungjawaban penyaluran dana ke sekolah/madrasah setelah
diverifikasi oleh Tim Pengendali Pendidikan Gratis Kabupaten.

Pasal 8B

Dalam hal penyaluran dana penyelenggaraan pendidikan gartis kepada
SD swasta, SMP swasta, MI dan MTs Negeri dan swasta, dilakukan 1
(satu) kali pencairan dalam 1 (satu) Tahun Anggara.

Pasal 8C

Pemerintah Daerah dapat menunda dan/atau menghentikan penyaluran
dan apabila satuan pendidikan/sekolah/madrasah tidak memenuhi
kewajibannya.
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Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 20 Oktober 2017

BUPATI SINJAI,
ttd
SABIRIN YAHYA
Di undangkan di Sinjai
pada tanggal 20 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd
AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2017 NOMOR 66



